
WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINSI KALIMAN'TAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NOMOR 50 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 
2017 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa sesuai Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak 
Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan 

kepada Walikota agar segera melakukan penyesuaian 

dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai 
Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam buruf a dan huruf b, perlu menet.apkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 22004 Nomnor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom.or 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tembahan Lcmbarn Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 



Menetapkan 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tcntang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5 17); 

I2. Peraturan Menter1 Dlam Negeni Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedomun Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah (RPJMD) Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 

14. Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 
(Lembaran Dacrah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Badan Penanggu]angan Bencana Daerah Kota 

Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 

2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 30); 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang 
Tahun 2013-2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lemharan Daerah Kota 

Singkawang Nomor 39); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG 

TAHUN ANGGARAN 2017. 



Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada t:anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 20 Desember 2016 

WALIKOTA SINOKAWANG, 

TTD 

AWANGISHAK 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINOKAWANO, 

ttd 

SYECH BANDAR 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 71 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

YASMALIZAR, S.H. 
NIP. 19681016 199803 1 004 


